
Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOTOR 28 TAHUN 2O'1

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAil DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHTATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi

dan Tata Keria Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 92) dan

sesuai Telaah Staf Kepala Bagian Organisasi Nomor

061t2'191418.33/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 perihal Rencana

Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Berita Acara Nomor

061115671418.33P011 Tanggal 11 Agustus 201l tentang Rapat

Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan

Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, perlu menyusun penjabaran tugas dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

hunrf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah lGbupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2730) ;

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawahn (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3890) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembalan Negara Republik lndonesia

Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun '1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisne

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

5. UndangUndang Nomor 1 Tahun 20(X tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nortor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20O4 tentang Pembentukan

Peratumn Perundangrundangan (Lernbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2fi)4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)

sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2(Xl8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lrdonesia

Nomor4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lenrbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20O4 Nomor 126,

Tambehan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4503) ;
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'l'1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4578);

'12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran lGgara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20ff1 tenhng Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4609) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4614) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah lGbupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perargkat Daerah (l-embaran Negara Republik lndonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4741);

17. Keputusan Presklen Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Neged Sipil ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali Erakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Menteri Dahm Negeri Nomor 16 Tahun 20ftt tentang

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

2'1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang

Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

22. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

\
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2fi)7 tentang

Pefunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 56 Tahun 2010;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediti (Lembaran Daerah

tGbupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor41);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 92);

TE[iUTUSKAN

PERATURAN BUPATI KEDIRITENTANG PENJABARAN TUGAS DAN

FUNGSI BADAN PENGELOI.AAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

Pasal {

Dengan Peaturan ini rnenetapkan Peniabaran Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 2

(1) Kepala Badan Pergelolaan Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan

asas otonomi dan tugas pembantuan.

(21 Oalam rnelaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

menyelenggarakan fu ngsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelohan keuangan

dan aset daerah ;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

c. pembinaan dan pelaksanaan fugas dibidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 3

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

menyusun kebijakan, mengoordinasikan bidang, membina,

melaksanakan, dan rnengendalikan adminietasi kesekretariatan,

kepega\naian, keuangan, rumah tangga dan sarana prasarana.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretaris menyelenggarakan tungsi :

a. penyusunan rancangan kebijakan Badan;

b. penyusunan prcgram dan pelaporan, pengelolaan sistem

informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;

c. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian

administrasi kepegawaian, keuangan dan sarana plasarana;

d. penyusunan prdl Badan;

e. pengoordinaian pehksanaan fugas bidangbidang ;

f. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah;

S. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan

perpustakaan ;

h. pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja ;

i. pelaksanaan rnonitoring dan evaluasi kebijakan teknis

Badan;

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa! 4

(1) Kepah Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan

penyusunan progrm dan pelaporan, pengelolaan sistem

informasi, pernantauan dan evaluasi kegiatan Badan.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Program menyebnggarakan fungsi :

a. penyrapan bahan penyusunan rumus€ln kebijakan dan

pehporan Badan ;

b. penyusunan Prenc€lnaan program ;

c. penyiapan bahan penyusunan pnrfil Badan;
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d. penyiapan bahan pengoordinashn pelaksanaan tugas bidang-

bidang ;

e. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan Encangan

peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah ;

f. penyiapan bahan l-aporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi

Pemerintah (-,qKP);

g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebiiakan Badan;

h. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.

(21 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

a. pengoodinashn penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(Rl(A)/Dokuren Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja tidak

langsung dan belanja langsung SKPD;

b. penyiapan bahan pembayaran gali pegawai dan funiangan

lainnya ;

c. penyhpan bahan penyusunan laporan keuangan dan capaian

kinerja keuangan;

d. penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, mutasi, prornosi,

pendidkan dan pelatihan serta kesejahteraan pegawai ;

e. penyiapan bahan penihhn angka kredit pejabat tungsional ;

f. penyiapan bahan pembinaan administrasi pegawai ;

g. penyiapan bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja ;

h. penyiapan bahan monitroring dan evaluasi kegiatan keuangan

dan kepegawaian ;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 6

(1) Kepah Sub Baghn Umum nrempunyai fugas melakukan urusan

rumah tangga, surat menyurat, kearcipan, dokumentasi,

perpustakaan, kehumasan, dan sarana plasarana.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Kepah Sub Bagian Umum menyebnggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kegiatan urusan

rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi,

perpustakaan, kehumasan, sarana dan prasarana ;

b. pengelohan dminstrasi pe*antoran rurnah tangga' surat

menprat, kealsipan, dokumentasi, perpustakaan,

kehumasan, sarana dan Prasarana ;

c. penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan dan

pendistnbusian barang dilingkungan Badan;

d. pengelolaan, pengamanan dan perawatan barang / peralatan

inventaris serta gedung ;

e. pengelolaan inventaris barang/peralatan serta pemeriksaan

barang secara berkala ;

f. penyiapan bahan pelaksanaan k@rotokohn dan pengurusan

adminskasi perjalanan dinas;

g. penyiapan bahan pelaporan inventarisasi barang dan gedung:

h. pelaksanaan tl€s lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pagal 7

(1) Kepah Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan keuangan di bidang Anggaran dan

Penatausahaan Keuangan khususnya perbendaharaan dan

pembinaan pengelohan keuangan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi dalam pelencanaan program dan

kegiatan anggaran daerah ;

b. perumusan kebijakan teknis pengelohan keuangan

daerah/desa ;
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c. penyusunan Pedoman Umum pelaksanaan progr.lm dan

kegiatan APBD ;

d. pengoordinasian dan konfirmasi pendapatan, belania dan
pembiayaan yang dilaksanakan SKPD ;

e. penyusunan APBD dan perubahan APBD berdasarkan

usulan-usulan Satuan Keda Perangkat Daerah (SKPD) ;

f. penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SF2D) ;

g. pelaksanaan veriftkasi Surat Perintah Membayar (SPM) dan
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;

h. pembinaan dan koordinasi pengelolaan keuangan daerah
khususnya administrasi gaji pegawai ;

i. pembinaan terhadap penganggaran, penatausahaan

keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

Anggaran dan Perbendaharaan ;

k. pelaksanaan tugas lain lrang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bidang Anggaran mernpunyai tugas penyusunan

APBD dan perubahan APBD, petunjuk teknis pelaksanaan APBD
serta penyusunan nota keuangan.

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perencanaan penyusunan APBD dan
perubahan APBD dan penyusunan nota keuangan ;

b. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja

terkait;

c. penyiapan bahan penyusunan pedoman umum tentang

@ksanaan program dan kegiatan SKPD dan petunjukteknis
penyusunan APBD dan perubahan APBD ;

d. asistensi, verffikasi, konfirmasi data RAPBD dan Rencana

Perubahan APBD ;

e. perqelolaan data Rancangan APBD dan Rancangan

Perubahan APBD/PAPBD ;
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f. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan sub bftlang Anggaran ;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepah Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan peraturan

peundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas

melakukan pembinaan ketatrausahaan keuangan, penelitian

kebenaran atas pengaiuan SPM, menerbitkan SP2D, melakukan

inventarisasi data yang berhubungan dengan gaji dan tunjangan'

tambahan penghasilan PNS, perencanaan pengelolaan gaji dan

tunjangan, tambahan penghasilan PNS, dan menerbitkan Surat

Keterangan Pembertrerthn Pernbayaran (SKPP).

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebiiakan teknis sebagai dasar

dan petlniuk pengelolaan keuangan daerah, meliputi surat

keputusan pelimpahan dan penetapan Pengguna Anggaran'

Kuasa Pengguna Anggaran dan bendahara

pengeluaran/bendahara penerimaan dan bendahara Satuan

Kerja Pengeloh Keuangan Daerah (SKPKD) ;

b. penyiapan bahan pengoordinasian anggaran kas Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan Surat

Penyediaan Dana (SPD) APBD serta SPD Perubahan APBD ;

c. penyiapan bahan perencanaan dan pernbinaan

penatausahaan keuangan, penelitian kebenaran atas

pengajuan SPM dan menerbitkan SP2D ;

d. pengohhan data/informasi penatausahaan keuangan daerah

khususnya proees pencairan dana dan pengelolaan gaji

pegawai ;

e. verifikasi SPM untuk penerbitan SP2D Uang Persediaan (UP),

Ganti Uang (GU), Tambah Uang ffq dan Langsung (LS);

f. penerbitan SF2D UP/GU/TU/dan LS;

g. penyiapan bahan perencanaan kegiatan inventarisasi data

yang berhubungan dengan gaji dan funjangan, tambahan

penghasilan PNS, perencanaan pengelolaan Saji dan

funiangan, tambahan penghasilan PNS, dan menerbitkan

SKPP;
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h. verifikasi kelengkapan perslraratan pembayaran gaji PNS

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD;

i. monitoring, evaluasi dan pelaporan pencairan dana dan

belanja gaji pegawai ;

j. penyusunan laporan realisasi gaji PNS dan data pegawai ;

k. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan sub bidang Perbendaharaan ;

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan sesuai dengan peraturan

perurdang-undangan.

Paeal 10

(1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan

akuntansi dan evaluasi kineria keuangan daerah serta menyusun

laporan keuangan, Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan

kekayaan daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala BidangAkuntansi menyebnggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur

Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b. penyusunan laporan keuangan dan perhitungan I
pertanggungiawaban pehksanaan APBD ;

c. pelaksanaan fugas rleriftkasi pergelolaan keuangan daerah;

d. peren@naan kegiatan akuntansi dan evaluasi kinefa
keuangan daerah serta menyusun laporan keuangan,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan kekayaan

daerah ;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

Akuntansi ;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan peratunan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Kepala Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas melakukan

pembukuan dan pelaporan secara sistematis dan kronologis

semua pendapatan, belanja dan pembiayaan.
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(2) Dalam mehkukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepah Sub Bidang Penrbukuan renyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan dan penyusunan kebiiakan tentang Sistem

dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah ;

b. penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Keuangan dan

perhitunggn/pertanggungjauraban pelaksanaan APBD

melalui koodinasi dengan instansi terkait tentang

penggunaan realisasi APBD ;

c. penyhpan bahan perencanaan kegiatan yang sesuai

dengan biJang fugasnya berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun lalu sebagai pedornan dan petunjuk

pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan ;

d. penyhpan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta

informmi yang berhubungan dengan pembukuan guna tertib

administrasi ;

e. penyiapan bahan pelaksanaan tata pembukuan APBD

secara sistematis dan kronologis untuk memperlancar

pelaksanaan fugas ;

f. penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan kedalam Kas

dalam model-model yang diperlukan unfuk bahan

penyusunan perhihngan ?ertanggungjawaban APBD ;

g. penyiapan bahan pelaksanaan pembukuan administrasi

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

OPTGR);

h. penyrapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan Pembukuan;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Kepah Sub Bklang Verifikasi mernpunyai tugas melakukan

penelitian kebenaran atas Surat Pengeahan Laporan

Pertanggungjawaban penggunaan dana dari SKPD dan

pembinaan ketatausahaan keuangan.

(2') Dalam melakukan hrgas sebagaimana dimaksud pada ayat ('t)'

Kepala Sub Bidang Verifikasi menyelenggarakan tungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Veriftkasi ;

b. penyiapan bahan perencanaan Verifikasi ;
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c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian Surat Pengesahan

Pertanggungjawaban dari SKPD antara perencanaan

dengan realisasi ;

d. penyiapan bahan inventarisasi permasalahan yang

berhubungan dengan sub bidang Verifikasi serta

menyiapkan bahan, petunluk pemecahan masalah untuk

kelancaran pelaksanaan tugas ;

e. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah

verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi ;

f. penyiapan bahan pelaksanaan soshlisasi yang bersifat

membina ketratausahaan administrasi keuangan daerah ;

g. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan Verifikasi ;

h. pehksanaan tugas lain yarq diberikan oleh Kepala Bidang

Akuntansi sesuai dengan perafu ran perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepah Bidang Pernbinaan Pengelohan Keuangan Desa

mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan

desa, meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa.

(2) Dahm melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Pedornan Umum dan Standar Harga serta

petunjuk teknis bagi Pengelola Keuangan Desa ;

b. pelaksanaan pembinaan terhadap penyu$rnan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa) dan atau

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPB

De6a), penabusahaan keuangan, Pehporan dan

Pertanggungiawaban Keuangan Desa ;

c. pelaksanaan Asistensi terhadap Raperdes tentang APB

Desa dan Perubahan APB Desa' Penatausahaan,

Pelaporan dan Pertanggungiawaban keuangan desa ;

d. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Belanja Desa (APB Desa), penatausahaan keuangan desa

(SPJ, Buku Besar dan Buku Besar Pembantu), dan

pertanggungjawaban Arggaran Pendapatan dan Behnja

Desa (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) ;



l3

e. pengolahan data dan informasi keuangan desa ;

f. pelaksanaanmonitoring/pengawasanterhadappelaksanaan

dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa);

S. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

Pembinaan Pengelohan Keuangan Desa ;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 14

(1) Kepah Sub Bidang Pembinaan Keuangan Desa mempunyai

tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa,

meliptti penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungiawaban keuangan desa.

(2\ Dalam mehkukan trgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Kepala Sub Bidang Pembinaan Keuangan Desa

menyelenggarakan fu ngsi :

a. penyiapan bahan penyusunan Pedoman Umum dan Standar

Harga serta petunjukteknis b4i Pengeloh Keuangan ;

b. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APts

Desa) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (PAPB Desa), penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa ;

c. penyiapan bahan pelaksanaan Asistensi terhadap Raperdes

tentang APB Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (PAPB Dea), penatausahaan, pelaporan

dan pertanggungiawaban keuangan desa ;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan Pembinaan Keuangan Desa ;

e. pehksanaan tugas hin yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
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Pasa! 15

(1) Kepah Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa

mempunyai tugas melakukan analisa dan evaluasi pengelolaan

keuangan desa, meliputi pelaporan dan pertanggungjauraban

keuangan desa.

(2) Dalam mehkukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa

menyelenggarakan fungsi :

a. penylapan bahan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan

tuiggaran Pendapbn Behnja Desa (APB Desa)'

penatausahaan keuangan desa (SPJ, Buku Besar dan Buku

Besar Pembantu), dan pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (Laporan Realisasi Anggaran

dan Neraca);

b. pengelolaan data / informasi dan sistem informasi keuangan

desa;

c. pelaksanaan monitoring/pengawasanterhadappelaksanaan

dan pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) ;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan

pelaporan Analisa dan Evaluasi Keuangan Desa ;

e. pehksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bllang

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa .

Pasal 16

(1) Kepah Bidang Aset mempunyai tugas menyusun dan

menganalisa rencana Kebutuhan, Penatausahaan dan

Pemanfaatan serta mehksanakan pengamanan dan

pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bidang Aset menyelenggarakan tungsi :

a. pembantu tugas-tugas pengeloh Barang Milik Daerah

(Sekretaris Daerah) dalam mengoordinir penyelenggaraan

pengelohan barang milik daerah yang ada pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;

b. perumusan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah

(BMD);
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c. penyusunan Rencana Kebufuhan Barang Milik Daerah dan

Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ;

d. perumusan dan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik
Daerah (BMD) sesuai dengan Peraturan yang berlaku

dengan menggunakan aplikasi Sbtem lnformasi Manajemen

Barang Daerah (SIMBADA) ;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka

optimalisasi pemanfaatan Barang Milk Daerah (BMD) pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;

f. pehksanaan koordinasi pengarmnan dan pemeliharaan

Barang Milik Daerah (BMD);

S. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bktang

A.set;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan Peraturan Perundangrundangan.

Pasal 17

(1) Kepah Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan mempunyai

tugas menganalisa ren@na kebutuhan dan pelaksanaan

pengadaan Barang Milik Daerah (BMD).

(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepah Sub Birtang Perencanaan dan Pengadaan

menyelenggarakan fu ngsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebiiakan standarisasi sarana
dan prasarana kerja Pemerintah Daerah ;

b. penyhpan bahan penyusunan @oman dan petunjuk teknis
standarisasi harga safuan harga ;

c. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah (RKPBMD) ;

d. pelaksanaan pengoordinasian pengarnanan Barang Milik

Daerah baik pengamanan administrasi, pengamanan fisik
maupun pengamanan hukum ;

h
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e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
analisa kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan Barang
Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;

f. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan Perencanaan dan Pengamanan ;

S. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Aset sesuai dengan perturan perundang-undangan.

Pasel {8

(1) Kepah Sub Bidarq Penatausahaan dan pemanfaatan

mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan
pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan optimalisasi
pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

(21 Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan pemanfaatan

menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengoordinasian penatausahaan pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD) serta pehksanaan pelaporan dengan
menggunakan aplikasi Sistem lnformasi Manajernen Barang
Daerah (SIMBADA) ;

b. pengumpuhn Berita Acara Penyerahan Proyek dari seluruh
Satuan Kerja Perangkat tlaerah (SKPD) ;

c. penyiapan Surat Kepufusan tentang penunjukan petugas
Penyimpan Barang dan Petugas Pengurus Barang ;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pehporan pemanfaatan dan pengendalian Barang Milik
Daerah (BMD) pada Satuan Keria Perangkat Daerah
(sKPD);

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan Penatausahaan dan Pemanfaatan ;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Aset sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
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Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah sesuaikebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas tain yang
diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
sesuai dengan perafuran perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan ini disusun berdasarkan Telaah Staf Kepala Bagian
Organisasi Nomor W1n19A18.33/2011 Tanggal 2 Agustus 2011
perihal Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tenhng
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan
Pengplolaan Keuangan dan Ase,t Daerah serta Berita Acara l,lomor
W1i1'SATA18.33/2011 Tanggal 11 Agustus zAfi tentrang Rapat
Pembahasan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah sertia mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Penaturan ini dengan penempahnnya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kediri.

Ditetapkan diKediri
pada tanggal 23 - 08 - 2011

BUPATI KEDIRI,

TH.

HARYANTI SUTRISIIIO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 23-08 -2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEH KEDIRI,

Trd.

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN20ll NOMOR 28

Disalin sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMIMSTRASI T]MI JM
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM
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